BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI KABUPATEN POHUWATO

NOMOR ? TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 35 TAHUN
2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
POHUWATO NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang

kapasitas anggota DPRD untuk melayani dan menyerap
aspirasi masyarakat di Kabupaten Pohuwato, perlu

menyesuaikan besaran tunjangan transportasi Anggota

DPRD;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, besaran tunjangan
transportasi memperhatikan asas kepatutan, kewajaran,

rasionalitas, dan standar harga berlaku setempat;

c. bahwa berdasarkan

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Pohuwato Nomor 35 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Pohuwato
Nomor 8 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Pohuwato.

pertimbangan

a. bahwa untuk menunjang kinerja dan peningkatan

sebagaimana
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BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI KABUPATEN POHUWATO

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 35 TAHUN
2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
POHUWATO NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Menimbang

DAERAH KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

a. bahwa untuk menunjang kinerja dan peningkatan

kapasitas anggota DPRD untuk melayani dan menyerap
aspirasi masyarakat di Kabupaten Pohuwato, perlu
menyesuaikan besaran tunjangan transportasi Anggota
DPRD;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, besaran tunjangan
transportasi memperhatikan asas kepatutan, kewajaran,
rasionalitas, dan standar harga berlaku setempat;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Pohuwato Nomor 35 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Pohuwato
Nomor 8 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Pohuwato.



Mengingat

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten
Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara Nomor 66 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4138 );
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5568);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Pohuwato Nomor 701);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POHUWATO

Pasal ]

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pohuwato, diubah sebagai berikut :



Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi sesuai standar
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap
bulannya.

(2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar
Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per-bulan.

Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 29A,
yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29A

Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terhitung
sejak bulan Januari 2018.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pohuwato.

Ritetapkan di Marisa
ggal 1 A4 2018
BUPATI POHUWATO,

I/’-—A

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tangga
SEKRETAR RAH KABUPATEN POHUWATO,

DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR,..}



Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi sesuai standar
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap
bulannya.

(2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar
Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per-bulan.

Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 29A,
yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29A

Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terhitung
sejak bulan Januari 2018.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
padaanggal 1 67WW'“‘ 2018
BUPATI ROHUWATO,

SYARIF"MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal -2 ?“W‘"‘ 2018
RAH KABUPATEN POHUWATO,

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR...}
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